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WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR ‘i3 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa Ketentuan
mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi,
serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 8
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Gunungsitoli bahwa Ketentuan mengenai kedudukan,
susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja
Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan
lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;

bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 493 1);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



Menetapkan :

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4826);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Gunungsitoli.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

1.

12.

Kota adalah Kota Gunungsitoli;

Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah otonom;

Walikota adalah Walikota Gunungsitoli;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Gunungsitoli;

Sekretaris Daerah adalah  Sekretaris Daerah Kota
Gunungsitoli,

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dalam
penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah;

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang
menjadi  kewenangan Presiden yang pelaksanaannya
dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara
Pemerintahan  Daerah  untuk melindungi, melayani,
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat
kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah
kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi;
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah
profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah
dengan perjanjian Kkerja yang bekerja pada instansi
pemerintah;

Pegawai Aparatur Sipil Negara yeng selanjutnya disebut
Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu
jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan
digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat
pembina kepegawaian untuk menduduki  jabatan
pemerintahan;

Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang
berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara
adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang
politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin,
status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan;



13.

14.

15.

16.

17

18.

19.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya
disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli;

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya
disingkat Sekretaris DPRD adalah Sckretaris Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli;

Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi
pada instansi pemerintah;

Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawail ASN yang menduduki
Jabatan Pimpinan Tinggi;

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta
administrasi pemerintahan dan pembangunan;

Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki
Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah;

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Susunan Organisasi Dan
Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli.

(1)

(2)

3)

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN ORGANISASI

Pasal 3

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi
dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD,
yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan
tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara
administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah.

Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan dengan
keputusan Walikota atas persetujuan pimpinan DPRD setelah
berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.

Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi
kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas
dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan
tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan
hak dan fungsi sesuai dengan kebutuhan.

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan

penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang
diperlukan oleh DPRD.

ao o



(5) Tugas, fungsi dan wuraian tugas masing-masing jabatan

(1)

(2)

(1)
(2)
(3)

(1)

struktural pada Sekretariat DPRD diatur dan ditetapkan
selanjutnya dengan Peraturan Walikota.

Pasal 4

Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari :
a. Sekretaris DPRD ;
b. Bagian Umum dan Keuangan, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, terdiri dari :
1. Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Publikasi;
2. Sub Bagian Kajian Perundang-undangan.
d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, terdiri
dari :
1. Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran;
2. Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan.
e. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
JABATAN PERANGKAT DAERAH KOTA

Pasal 5

Sekretaris DPRD merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan
pimpinan tinggi pratama.

Kepala Bagian pada sekretariat DPRD merupakan jabatan
struktural eselon Illa atau jabatan administrator.

Kepala Sub Bagian pada sekretariat DPRD merupakan jabatan
struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

Pasal 6

Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pada
Sekretariat DPRD terdapat jabatan pelaksana dan jabatan
fungsional.

Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan
analisis jabatan dan analisis beban kerja.



(1)

(3)

(2)

(1)

BAB IV
PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 7

Sekretariat DPRD diisi oleh pegawai ASN sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi,
jabatan administrator, dan jabatan pengawas pada Sekretariat
DPRD wajib memenuhi persyaratan kompetensi :

a. teknis;

b. manajerial; dan

c. sosial kultural.

Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), pegawai ASN yang menduduki jabatan harus
memenuhi kompetensi pemerintahan.

Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan
teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis yang
dibuktikan dengan sertifikasi.

Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural
atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.
Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan
masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya
sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Pengisian Sekretariat DPRD dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembinaan pengisian jabatan Sekretariat DPRD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan sistem
merit.

BAB YV
TATA KERJA

Pasal 9

Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi dan
sinkronisasi dalam perangkat daerah yang dipimpinnya dan
antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota
Gunungsitoli.

Sekretaris DPRD  bertanggung jawab memimpin dan
mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan
petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.



Pasal 10

Tugas dan fungsi jabatan struktural pada Sekretariat DPRD diatur
dan ditetapkan selanjutnya dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Gunungsitoli.
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